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:lMENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK TNDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 1165.K,/844 ly..pF-l rggz

TENTANG

PENETAPAN ]TARIF IURAN TETAP UNTUK IJSAHA PERTAMtsANGAN UMUM DAT.AM
RANGKA KUASA PISRTAMBANGAH

;;i

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

bahwa ketentuan mengenai penetapan Tarif luran Tetap dalam
Bidang Pertambangarrr umum sebagairnana diatur dalam surat-
surat Keputusan Menteri pentambangan Nornor 3A/Kpts/M/
Pertamb/1968 tanggat 1 Januari 1969, Nomor 342/KptslM/
Pertamb/69 tanggallB september 1969 dan Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor 174,w9441/M.pE/1gg5 tanggal
15 Februari 1985, tidak sesuai lagi dengan kem4Gn
perekonomian pada saat ini, karenanya 

-dipandang 
perlu untuk

menetapkan 'kembali besamya Tarif lurcn Tetap 
-untuk 

usaha
pertambangan umum dalam rangka Kuasa pertambangan dengan
suatu Keputusan Menteri pertambangan dtn Energi;

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1gg0 {n-N Tahun 1gg0
Nomor 47, TLN Nomor 3174):

4. Keputusan Presiden Nornor2g rahun 1g€r4 tanggal2l April
1984;

5. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun lggg tanggal 2,i Maret
1988;

6. Keputusan Menteri pertambangan dan Energi Nomor
432.KJ844|M.PE/1992 tanggat I Mei 1992;

I

Nornor KEP-SillMlglV/ 1973 tangga!

22, TLN Nomor 2831);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

Nomor 60, TLN Nornor 2916);
1969 (LN Tahun 1969

1. Surat Menteri Keuangan
27 Agustus,19Z3;

2. Surat Menteri Keuerngan Nomor S , gt0n,tX.013/1ggl
Agustr"rs 1991:

3. 'surat Menteri Keuangan Nomor s - gs2tfrfiK.01g/1gg2 tanggal
13 Juli 1992.
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Menetapkan

M E M U T T I S K A N

Dengan mencabut :

1. Surat-surat Keputr.lsan Menteri Pertambangan :

- Nomor 3 A/Kpts/tl/Pertamb/1968 tanggal 1 Januari 1968;

- Nomor 342tKpts/M/Pertamb/'1969 tanggail 18 September
1969;

2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
174.WAM1/M.PU1985 tanggal 15 Februad 1985;

: KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGT
TENTANG PENETAPAN TARIF IURAN TETAP BAGI USAHA
USAHA PEBTAMBANGAN UMUM DAI.AM RANGKA KUA$A
PERTAMBANGAN

Pasal I

(1) Pernegang Kuasa Pertambangan Penyr:lidikan Umum atau PerpanjalgSnlya.wajib
membiyar luran Tetap kepada Negara, sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) tiap hektar
untuk tiap lahun.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib membayar luran Tetap kepada
Negara, serbesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) tiap hektar untuk tiap tahun.

(3) Pemegangl Perpanjangan Pertama atau Kedua Kuasa PertanrbEngan Eksplorasi wajib
mernbayar luran Tetap kepada Negara, sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) tiap hektar
untuk tiap tahun.

(4) Pemegang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi ualrik Pembangunan
Fasititas Eiksploitasi wajib membayar luran Tetap kepada Negara, sebesar Rp 1.000,-
(seribu nrpiah) tiap hektar untuk tiap tahun.

(5) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksptoitasi wajib membayar luran Tetap kepada
Negara:

a. sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap hektar tiap tahun untuk bahan galian ienis
endapan primer, aluvialatau ellwial ;

b. sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ra'tus rupiah) tiap hektrar tiap tahun untuk jenis
errrdapan lateritik dan endapan permukaan yang tersebar sec€ra lues"

Pasal 2

Terhaclap pentegang KuEsa Pertambangan Penyelidikan Unruri atau Kuasa'Pertambangan
Eksplorasi terrnasuk perpanjanga!'tnya untuk daerah-daerah Propfinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Sqlatan, Kalimantan Timur, 'Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sularresi Selatan, Sulaweii Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Timor Timur, Maluku dan lrian Jaya diberikan keringanan atas pembayaran luran
.Tetapnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tarif sebagaimana termaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) sampaidengan ayat (4) Keputusan Menteri ini"
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Pasal 3

Apabila Kutasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi
dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tEnnasuk Perpanjangennye tebh derakhir karena
dicabut ataru alasan lain, make p€megang Kuese Pertambangln tetap wajib melunasi
pembayararn luran Tetap yang tefrutang selama berlakunya Kuasa pertambangan yang
bersangkulan.

Segala hutang sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilunesi selambat-
lambaUrya dalam fangka waktu 3 (tiga) Dulan setelah-berakhlmya Kuasa portambangan
yang bersangkutan.

prsal 4

(1) luran Totap sebagaimana termaksud dalam Pasal t harus dilunasi selambat-lambatnya
dalarh iangka wlktu 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Keputusan pernberian Kuasa
Pertamlrangan Penyelidikan Umum atau Kuasa pertamUangan Eksplorasi atau Kuasa
Pertamlranrgan Eksploitasi, termasuk perpanjangannya.

Untuk tahun-tahun-berikufiya selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama jangka
waktu berlakunya Kuasa pertambangan yang beisangkutan.

(2', Kuasa Ferlambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang
jangka waktu berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun dihitung sebagalsatu tahun penun. 

-

(3) a' Kelanrbatan melaksanakan pembayaran luran Tetap sebagairnana termaksud pada
ayat (1) Pacal-lnl merupakan pelanggaran dan dikenakan denda gebesar svo ilimaperseratus) setlap bulan;

b. Kelanrbatan untuk jangka waktu kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu
bulan penuh.

(4) Kelalaian selama 3 (tiga) bulan atas kowajiban termaksud pada a\yat (3) pasal ini
dikenakan sanksi pencabutan Kuasa perlambangan yang bersangkutan.

(5) Pencabutetn atas Kuasa Pertambangan sebagaimana termaksud pada ayat (4) pasal ini
dilakukan setelah adanya peringatan tertutis pertama dan kedua fep-aOa'iemegang
Kuasa Pertambangan yeng bersangkutan.

Pacal 5

Pembayarrn luran Tetrap Kuasa Peilambangan Penyctidikan Umum, Kuasa pertambangan
Eklplorasi dan Kuasl Pgrtambengan Ekspbitasl, iermasuk Perpanjangannya disetorlan
flng.sYng ke dalam nkening Menteri Pertambangan dan Energi Nonior Eoa.ooo.o74 pada
Bank Indonesia Jakarta.
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(1) Pemegang Kuasa pertambanggn
Pembayaran luran Tetapnya urituk

Pasal 6

yang telah diberikarVditerbitkan Surat Perintah
tahun yang bersangkutan sebelum berlakunya

Keputusart Menteri ini, dikecualikan pengenaan pembayaEn iuran tetap sebagaimana
termaksudldafam pasal 1 Keputusan Mented ini .

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Penugpsrn Pertarnbangan, dibebaskan darl kewajiban
membayar luran Tetrap.
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Pasal 9

Tefiadap pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertarnbangan
Eksploitasi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dikenakan
sanksi berdasark;an peraturan perundang-undangan tentang pungutan n$gara yang berlaku.

Panl 'lGr

(1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan keputusan Menteri iniditakukan oleh Direktur
Jenderal Pertarnbangan Umum.

(2) Hal-hal yang b,elum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Menteri ini ditetapkan
lebih lanjut olefr DirekturJenderal Pertambangan Umum

Pasal 11

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggalditetapkannya.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Barlan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. lttlenteri Koordinator Bidang Ekuin dan Wasbang;
3. Yth. Menteni Dalam Negeri;
4. Yth. Menteri Keuangan;
5. Sekrctaris Jenrderal Departemen Pertambangan dan Energi;
6. Inspektur Jenderal Depariemen Pertambangan dan Energi;
7. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
8. Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan;
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keurangan;

10. Direktur Jendural PUOD Departemen Dalam Negeri;
11. Direksi Bank Indonesia;
12. Pare Gubemur Kepala Daerah Tlngkat I seluruh Indonesia; '
13. Unit-unit dalam lingkungan Departemen Pertrambangan dan Energi:
14. Pam Kepala l(antor Wilayah Departemen Pertarnbangan dan Energi;
15. Para Pemegang Kuasa PertambangAn/Kontraktor Kontrak Karya/

Perjanjian Keirjasama.
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D i t e t a p k a n d i  J a k a r t a

*{gtanggal t2 septenber Lggz
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